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Abstrack 

 

Latar Belakang dan Tujuan : Kebijakan BLUD bertujuan untuk memberikan fleksibilitas 

dalam konteks mengelola baik dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) hingga penganggaran, 

demi memberikan pelayanan yang lebih maksimal terhadap masyarakat. Kesiapan untuk 

berubah merupakan hal yang perlu ditinjau dalam melakukan perubahan organisasi. Tujuan 

Penelitian adalah untuk menganalisis kesiapan UPTD Bapelkesmas dalam melaksanakan 

kebijakan BLUD. Metode : Penelitian ini menggunakan rancangan kualitatif, jenis data yang 

dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder, diperoleh dengan wawancara 

mendalam dan telusur dokumen, informan berjumlah 11 orang. Lokasi penelitian adalah di 

UPTD Bapelkesmas Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Hasil: UPTD Bapelkesmas siap 

menghadapi perubahan kebijakan BLUD, komitmen yang diberikan oleh staf pada 

perubahan kebijakan BLUD sudah baik walaupun belum optimal yang ditunjukan dengan 

keterlibatan staf dalam mengikuti pelatihan BLUD dan penyusunan draf dokumen 

administratif, persepsi positif ditunjukkan dengan keyakinan bahwa mereka mampu 

melaksanakan kebijakan BLUD, manfaat yang akan diperoleh dari kebijakan adalah 

keleluasaan dalam pengelolaan pendapatan, kendala yang dihadapai sebagian besar berasal 

dari kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.Simpulan: UPTD Bapelkesmas Dinas 

Kesehatan Provinsi Bali siap menghadapi perubahan kebijakan BLUD, yang ditunjukkan 

dengan adanya komitmen, dan persepsi postitif dari staf dan pimpinan. 

 

Kata Kunci : Kesiapan Perubahan Organisasi, BLUD 

 

1. PENDAHULUAN 

Perubahan merupakan hal yang 

pasti dalam sebuah organisasi. Perubahan 

dapat diartikan untuk melakukan hal-hal 

dengan cara baru, mengikuti jalur baru, 

mengadopsi sistem baru, mengikuti 

prosedur dan manajemen baru 

penggabungan re-organisasi atau 

terjadinya kejadian yang bersifat 

mengganggu (disruptive) yang signifikan.
1
 

Salah satu penyebab diperlukannya 

perubahan pada organisasi pemerintahan 

adalah tuntutan peningkatan efisiensi 

pelayanan. Kesiapan untuk berubah dan 

dukungan dari karyawan sangat 

diperlukan bagi organisasi yang akan 

melakukan perubahan. Dampak negatif 

akan terjadi apabila karyawan tidak siap 

terhadap perubahan organisasi tersebut.
2
 

Salah satu Inovasi atau perubahan 

yang telah dilakukan pemerintah dalam 

upaya tersebut adalah dengan membentuk 

kebijakan Badan Layanan Umum Daerah 

(BLUD). Menurut Permendagri No 79 

Tahun 2018 Tentang Badan Layanan 

Umum Daerah, Badan Layanan Umum 
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Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD 

adalah sistem yang diterapkan oleh unit 

pelaksana teknis dinas/badan daerah 

dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat yang mempunyai fleksibilitas 

dalam pola pengelolaan keuangan sebagai 

pengecualian dari ketentuan pengelolaan 

daerah pada umumnya. Fleksibilitas 

pengelolaan keuangan ini akan 

memberikan pengaruh positif terhadap 

peningkatan kinerja dan motivasi 

karyawan dalam sebuah organisasi.
3
 

 Saat ini sistem pengelolaan 

anggaran di UPTD Bapelkesmas masih 

menggunakan sistem pengelolaan 

keuangan tradisional dan masih 

tergantung dari anggaran yang diberikan 

oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali. 

Sehingga UPTD Bapelkesmas Dinas 

Kesehatan Provinsi Bali tidak memiliki 

keleluasaan dalam meningkatkan  

pelayanan kepada masyarakat dengan 

melaksanakan praktek-praktek bisnis yang 

sehat. Berkaitan dengan keterbatasan-

keterbatasan tersebut Kepala UPTD 

Bapelkesmas Dinas Kesehatan Provinsi 

Bali memiliki inovasi untuk melakukan 

perubahan organisasi menjadi Badan 

Layanan Umum Daerah (BLUD) pada 

Tahun 2021. 

Tujuan dari perubahan ini adalah 

untuk meningkatkan mutu pelatihan 

tenaga kesehatan, agar dapat 

meningkatkan kualitas, kompetensi dan 

profesionalisme tenaga kesehatan dalam 

memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. Penelitian sebelumnya 

menyatakan bahwa kesiapan untuk 

berubah dipengaruhi oleh komitmen 

organisasi, kesuksesan perubahan yang 

diharapkan berhubungan dengan 

komitmen organisasi. Keterlibatan 

karyawan secara aktif dalam mencapai 

tujuan organisasi sangat diperlukan agar 

kesiapan untuk berubah dapat dicapai 

dengan mudah.
4
  

 Instansi/organisasi yang belum 

pernah melakukan perubahan kebijakan 

sebelumnya akan mengakibatkan 

karyawan/staf sulit untuk beradaptasi dan 

menerima kebijakan baru yang akan 

dibuat.
5
 Sebelum melakukan perubahan 

organisasi, kesiapan untuk berubah 

merupakan hal yang perlu diteliti.
6
 

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu 

dilakukan penelitian tentang analisis 

kesiapan penerapan kebijakan BLUD di 

UPTD Bapelkesmas Dinas Kesehatan 

Provinsi Bali. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis kesiapan UPTD 

Bapelkesmas dalam menghadapi 

perubahan kebijakan BLUD. 

2. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan 

rancangan penelitian kualitatif, yang 

bertujuan mengeksplorasi dan mencari 

penjelasan empirik tentang kesiapan 

perubahan organisasi menjadi Badan 

Layanan Umum Daerah (BLUD) pada 

Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai 

Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat 

(UPTD Bapelksmas) Dinas Kesehatan 

Provinsi Bali, ditinjau dari teori-teori 

kesiapan perubahan organisasi oleh Bryan 

J. Weiner (2009). Jenis data yang akan 

didapat berupa data kualitatif yang 

diperoleh dari wawancara mendalam 

terhadap informan terpilih yang bersedia 

ikut dalam penelitian. Teknik penentuan 

informan dilakukan secara purposive 

karena cara samplingnya memang 

bertujuan (purpose) tertentu yaitu memilih 

sample yang kaya informasi. Informan 

berjumlah 10 (sepuluh) orang yang dibagi 

menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 

pejabat struktural (4 orang), kelompok 

pejabat fungsional (2 orang) dan 

kelompok staf (4 orang).  

 Data kualitatif dianalisis dengan 

analisis tematik, yaitu proses mengkode 

informasi, ditinjau dari teori-teori 

kesiapan perubahan organisasi oleh Bryan 
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J. Weiner (2009). Dalam teori ini 

dijelaskan bahwa kesiapan perubahan 

organisasi dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, yaitu change valance (kepercayaan 

dari staf UPTD Bapelkesmas tentang 

manfaat-manfaat yang akan diperoleh 

apabila UPTD Bapelkesmas berubah 

menjadi BLUD), Faktor Informational 

Assessment meliputi persepsi dan 

komitmen dari staf UPTD Bapelkesmas 

tentang perubahan menjadi BLUD.  

Faktor kontekstual meliputi kebijakan dan 

prosedur dan sumber daya organisasi 

(sumber daya manusia dan sumber daya 

keuangan) UPTD Bapelkesmas Dinas 

Kesehatan Provinsi Bali.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Change Valance  

Pada determinan change valance 

diperoleh tema meningkatkan mutu 

pelayanan dan kesejahteraan pegawai. 

Dari tema-tema tersebut diperoleh hasil 

bahwa keuntungan yang diperoleh dari 

kebijakan BLUD adalah dana yang 

diperoleh dari BLUD bisa dikelola dan 

digunakan tanpa harus menunggu 

perencanaan dari APBD. Dana tersebut 

dapat digunakan untuk perbaikan sarana-

prasarana kantor termasuk perbaikan 

gedung kantor. Pendapatan BLUD bisa 

digunakan untuk meningkatkan mutu 

pelayanan, termasuk kegiatan pelatihan 

dapat langsung dilaksanakan sendiri tanpa 

harus menunggu anggaran dari Dinas 

Kesehatan Provinsi Bali.  Informan juga 

menyatakan dengan BLUD UPTD 

Bapelkesmas dapat melaksanakan 

rekruitmen pagawai dengan dana BLUD. 

Saat ini apabila terdapat kegiatan yang 

mendesak harus menunggu anggaran 

perubahan.  

“Banyak manfaat yang akan diperoleh, 

terutama berkaitan dengan kecepatan 

dengan kecepatan melaksanakan 

pelayanan kepada stake holder bisa 

segera dilaksanakan tanpa menunggu 

dana dari DPA. Bisa langsung 

menggunakan dana dari BLUD. 

Perbaikan gedung bisa dilaksanakana 

segera tanpa menunggu dana dari APBD” 
(BLU_01) 

“Dengan adanya BLUD diharapkan 

pendapatan institusi bertambah dari sana 

kita mampu meningkatkan mutu layanan 

pelatihan secara ekonomi bisa 

meningkatkan kesejahteraan pegawai” 

(BLU_03) 

 Selain untuk meningkatkan mutu 

pelayanan, hasil penelitian menunjukkan 

manfaat yang dirasakan dengan kebijakan 

BLUD adalah kesejahteraan pegawai. 

Kesejahteraan tersebut dapat berupa jasa 

pelayanan atau remunerasi, dengan adanya 

remunerasi ini semangat kerja akan 

bertambah. Informan menyatakan pegawai 

yang bekerja dengan baik akan 

mendapatkan tambahan penghasilan 

sesuai dengan kinerjanya. 

“Kesejahteraan staf akan lebih bagus, 

tapi masih tetap menggunakan bantuan 

dana dari APBD” (BLU_01) 

“Dengan adanya BLUD diharapkan 

pendapatan institusi bertambah dari sana 

kita mampu meningkatkan mutu layanan 

pelatihan, secara ekonomi bisa 

meningkatkan kesejahteraan pegawai” 

(BLU_03) 

 Instansi yang menerapkan Pola 

Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK 

BLUD) diberikan fleksibilitas oleh 

pemerintah dalam pelaksanaan anggaran, 

termasuk pengelolaan pendapatan dan 

belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan 

barang/jasa pengelolaan barang, 

pengelolaan piutang, utang, investasi, 

pemanfaatan surplus, dan remunerasi. 

Penerapan BLUD diharapkan dapat 

meningkatkan profesionalisme, 

mendorong enterpreneureship, 
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transparansi dan akuntabilitas dalam 

rangka pelayanan publik.
7
 

Tambahan penghasilan 

merupakan salah satu alasan untuk 

memberi dukungan pada perubahan 

kebijakan BLUD. Dengan adanya 

tambahan penghasilan motivasi pegawai 

akan meningkat. Sebuah instansi 

hendaknya dapat memikirkan usaha agar 

dapat meningkatkan produktifitas kerja 

karyawan agar kinerjanya meningkat, 

sehingga karyawan tersebut dapat 

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya 

dan pekerjaan tersebut dapat diselesaikan 

dengan kualitas dan kuantitas yang baik. 

Pemberian remunerasi dapat membuat 

pegawai memiliki komitmen yang tinggi 

dalam bekerja dan mentaati segala 

ketentuan dan peraturan yang berlaku, 

membangun tim kerja yang solid dan 

menunjukkan kinerja yang diharapkan 

oleh UPTD Bapelkesmas dalam 

memberikan pelayanan pelatihan yang 

bermutu kepada tenaga kesehatan dan 

masyarakat. 

Saat ini kegiatan perbaikan 

fisik/gedung yang diperoleh UPTD 

Bapelkesmas dari dana APBD masih 

sangat terbatas dan memerlukan 

argumentasi yang kuat pada saat 

pembuatan perencaan di Badan 

Perencanaan. Apabila perencanaan 

tersebut dirasakan tidak begitu penting 

dan mendesak maka tidak akan disetujui. 

Termasuk dalam hal pengadaan sarana 

dan prasana untuk asrama, konsumsi dan 

kelas masih sangat terbatas. Hal ini 

tentunya akan menghambat UPTD 

Bapelkesmas dalam memberikan 

pelayanan yang berkualitas. Kelengkapan 

sarana dan prasana sangat mempengaruhi 

kepuasan konsumen. Memberikan fasilitas 

sebaik-baiknya demi menarik dan 

mempertahankan konsumen merupakan 

salah satu upaya yang dapat dilakukan 

oleh manajemen perusahaan.  Dalam 

memanfaatkan jasa konsumen akan 

melihat fasilitas yang diterima. Fasilitas 

ini termasuk didalamnya sarana dan 

prasarana yang merupakan hal yang 

sangat penting dalam memberikan 

kepuasan terhadap konsumen. Karena 

dapat memberikan kemudahan dalam 

memenuhi kebutuhan dan kanyamanan 

pengguna jasa 
8
. 

3.2. Faktor Informational Assessment 

 Pada faktor informational 

assessment diperoleh tema komitmen dan 

persepsi. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa staf sudah berkomitmen untuk 

melaksanakan kebijakan BLUD, 

komitmen ini ditunjukkan dengan 

kesepakatan yang telah dibuat pada saat 

rapat. Penilaian dari pejabat struktural 

juga melihat bahwa staf sudah 

berkomitmen walaupun  ada yang belum 

optimal. Informan berpendapat bahwa 

kebijakan BLUD bisa dilaksanakan 

asalkan semua memiliki komitmen yang 

kuat.  

 “Sebelum kita merencanakan sesuatu 

akan dibahas bersama-sama. Begitu juga 

dengan BLUD sudah  dibicarakan terlebih 

dahulu dan semua sudah sepakat untuk 

mengarah ke BLUD. Sudah mendapat 

dukungan dari semua staf  sudah dicita-

citakan dari dulu. Merujuk dari Bapelkes 

Jawa Timur tapi dulu kondisi kita masih 

tidak memungkinkan karena nomenkaltur 

tidak memungkinkan. Sekarang 

nomenklatur sudah berubah sehingga 

sudah bisa dilaksanakan”  (BLU_01) 

Komitmen yang dibuat berdasarkan 

adanya keuntungan yang akan diperoleh 

dari kebijakan BLUD. Keuntungan 

tersebut berupa pendapatan yang bisa 

dikelola sendiri, pengelolaan keuangan 

yang lebih fleksibel agar dapat 

menjadikan UPTD Bapelkesmas lebih 

baik dalam mengelola pelatihan. Informan 
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dari pejabat struktural menyatakan 

komitmen staf akan lebih tinggi apabila 

terdapat keuntungan yang diperoleh dari 

kebijakan BLUD tersebut.  

“Pada dasarnya sudah berkomitmen kita 

mengharapkan Bapelkes lebih maju 

pimpinan juga mengharapkan seperti itu 

jadi kita harus berusaha lebih baik lagi 

melalui BLUD” (BLU_06) 

“Waktu rapat semua berkomitmen cuman 

nanti harus kita liat seberapa jauh 

komitmen masing-masing. Staf juga perlu 

pemahaman untung rugi nya BLUD kalau 

ada nilai plusnya mungkin komitmennya 

lebih tinggi  (BLUD_09) 

Persepsi tentang perubahan 

kebijakan BLUD dilihat dari keyakinan 

atau kepercayaan pegawai bahwa mereka 

akan mampu melaksanakan kebijakan 

BLUD. Informan merasa bahwa dengan 

adanya dukungan  dari seluruh staf maka 

BLUD bisa dilaksanakan, informan lain 

menyatakan bahwa BLUD akan mampu 

dijalankan tapi tergantung dari staf yang 

akan melaksanakan secara bersama-sama. 

Informan lain menyatakan kebijakan 

BLUD akan bisa dijalankan tapi masih 

dalam proses belajar.   

“Harus yakin dan percaya akan bisa 

menjadi BLUD dengan kepercayaan dan 

keyakinan pasti bisa dengan bergerak 

bersama-sama“(BLU_01) 

“Mampu menjalankan BLUD tergantung 

tenaga yang akan melakasanakan BLUD” 

(BLU_02) 

Persepsi positif mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam 

perubahan organisasi. Pegawai yang 

memiliki persepsi positif terhadap 

perubahan organisasi akan menerima dan 

mendukung perubahan yang dilakukan, 

sehingga tujuan dari perubahan dapat 

tercapai. Sebaliknya pegawai yang 

memiliki persepsi negatif akan 

menghambat jalannya proses perubahan. 

Persepsi staf pada perubahan kebijakan 

BLUD di UPTD Bapelkesmas penting 

untuk diketahui, agar tidak memberikan 

beragam reaksi dari staf terhadap 

perubahan yang akan dilakukan. 

Kemampuan karyawan pada pemberian 

respon dan beradaptasi saat menghadapi 

perubahan adalah suatu yang penting. 

Kemungkinan karyawan dapat menjadi 

hambatan atau faktor yang dapat 

mendorong keberhasilan suatu perubahan 

organisasi. Respon karyawan 

kemungkinan mengindikasikan organisasi 

tidak akan mencapai perubahan dengan 

mudah. 
9
 

3.3. Faktor Kontekstual 

Pada faktor kontekstual diperoleh 

tema kelengkapan dokumen administratif 

dan kendala-kendala yang dihadapi dalam 

menghadapi perubahan kebijakan BLUD. 

Kelengkapan dokumen administratif saat 

ini sudaj mencapai progress sekitar 50%. 

Namun sampai bulan Maret belum 

ada informasi yang jelas dari UPTD 

Bapelkesmas untuk tindak lanjut kegiatan 

ini karena adanya Pandemi Covid-19. 

Informan menyatakan masih menunggu 

informasi terkait pandemi apakah kegiatan 

masih dilanjutkan atau tidak. Apabila 

tetap dilanjutkan maka tenaga ahli akan 

membawa dokumen yang telah dibuat ke 

tim penilai yang diketuai oleh Sekteraris 

Daerah, sampai dibuatkan Surat 

Keputusan (SK). 

“Kalau menurut progres yang 

direncanakan tahun lalu. penyiapan 

dokumen sudah siap, di Januari kita 

sudah rapat di Pebruari tiang disuruh 

menyiapkan  dokumen untuk kelengkapan 

administrasinya kerangka acuan  sampun, 

tapi begitu maret belum ada tindak lanjut. 

sebetulnya kalau tahap awal kan nika (itu) 
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penyiapan adminitratif sekitar 50 % lah. 

Kendala sih tidak, kalau ada kendala 

paling tinggal kita sosialisasikan tinggal 

rapat aja. Kalau sudah siap dokumennya 

nanti dibawa ke tim penilai BLUD yang 

ketua nya Setda, nanti anggota nya ada 

BPKAD (Biro Perencanaan Keuangan 

dan Aset Daerah), ada  Biro Organisasi, 

ada Biro Hukum, Inspektorat dan 

biasanya tenaga ahli masuk  tiang masuk 

disana. nanti disana akan rapat- rapat 

untuk menilai 6 persyaratan administratif 

kalau sudah oke nanti akan ada 

rekomendasi dari tim penilai BLUD yang 

ketuanya pak setda baru diajukan ke 

gubernur untuk mendapatkan penetapan 

dalam bentuk SK Gubernur tentang 

penetapan BLUD pada UPTD 

Bapelkesmas TMT misalnya 1 Januari 

2021”(BLU_11). 

UPTD Bapelkesmas telah menunjuk 

tenaga ahli BLUD untuk membuat 

kelengkapan dokumen persyaratan 

administratif, sebelum diserahkan ke 

tenaga ahli rancangan dokumen telah 

dibuat oleh staf UPTD Bapelkesmas yang 

ditugaskan sebagai tim penyusun 

dokumen BLUD. Pada tahap awal rencana 

pembentukan BLUD, UPTD Bapelkesmas 

telah melaksanakan pelatihan BLUD 

selama 9 hari. Dalam pelatihan ini seluruh 

pegawai UPTD Bapelkesmas dilibatkan. 

Selama 5 hari pegawai diajarkan tentang 

cara pembuatan dokumen adminitratif 

oleh narasumber yang berasal dari 

puskesmas Payangan. Selain belajar 

dikelas peserta kemudian melakukan 

kunjungan ke Bapelkes Murnajati Jawa 

Timur yang telah menjadi BLUD. Dalam 

kunjungan lapangan tersebut peserta 

melakukan telusur dokumen administratif 

yang dimiliki oleh Bapelkes Murnajati.  

Dalam mempersiapkan kebijakan 

BLUD ditemukan beberapa kendala 

diantaranya informasi yang diperoleh 

terutama tentang sistem laporan keuangan 

BLUD masih belum maksimal.  

 

“Kendala yang dihadapi awalnya karena 

hal yang baru pengolaan keuangan. 

bagaimana sistem pelaporannya.” 

(BLU_04) 

Laporan keuangan BLUD 

merupakan laporan akuntasi yang berbasis 

akrual, yang seharusnya dibuat atau 

dipelajari oleh pegawai dangan tingkat 

pendidikan akuntansi, namun saat ini 

bendahara yang akan membuat laporan 

keuangan BLUD masih dipegang oleh 

pegawai dengan tingkat pendidikan DIV 

Kebidanan, sehingga pemahamannya 

tentang sistem akuntasi yang berbasis 

akrual belum maksimal, walaupun telah 

dilaksanakan pelatihan dan study banding 

namun pemahaman yang diterima belum 

maksimal. Hal ini disebabkan karena pada 

saat pelatihan peserta lebih banyak 

diberikan teori dan tidak ada praktek 

langsung untuk membuat laporan 

keuangan BLUD.  Pada saat study 

banding hanya melihat dokumen yang 

sudah ada.  

Menurut Widodo (2018), 

penerapan kebijakan sangat dipengaruhi 

oleh faktor komunikasi, agar tujuan 

kebijakan dapat dicapai secara efektif dan 

efisien komunikasi harus mengandung 

kejelasan, jika tidak jelas mereka tidak 

akan tahu apa yang seharusnya 

dipersiapkan dan dilaksanakan 
10

.  Hal ini 

juga berlaku pada implementasi penerapan 

kebijakan BLUD. seperti pada penelitian 

Adam et al (2017), Kepala Puskesmas 

belum memberikan informasi tentang 

BLUD secara rinci sehingga staf yang 

tidak terlibat dalam pembuatan dokumen 

hanya mengetahui bahwa puskesmas akan 

menerapkan BLUD. Tetapi mereka tidak 

mengetahui bagaimana cara penerapan 
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dan persiapan BLUD, sehingga dapat 

dikatakan bahwa implementasi BLUD 

Puskesmas di Kota Semarang belum 

berjalan secara maksimal 
11

. 

Kendala lainnya berasal dari 

kualitas dan kuantitas sumber daya 

manusia. Informan menyatakan kualitas 

dan kuantitas Sumber Daya Manusia 

(SDM) perlu ditingkatkan. Kompetensi 

SDM perlu ditingkatkan melalui pelatihan. 

SDM PNS dengan tingkat pendidikan 

akuntasi perlu ditambah, walaupun 

menurut informan hal tersebut tidak 

berpengaruh secara signifikan karena 

dengan kebijakan BLUD perekrutan 

pegawai  bisa dilakukan sendiri. 

Peningkatan kompetensi pegawai  juga 

bisa dilaksanakan sendiri dengan BLUD. 

Informan menyatakan masih ada pegawai 

yang memegang tugas rangkap.  

“Tidak berani mengatakan SDM sudah 

bagus, sambil berjalan SDM akan 

diperbaiki. Kompetensi dan ide-ide staf 

harus ditingkatkan terus, saya kira itu 

bisa dilakukan ada tenaga kontrak, kalau 

sudah BLUD tenaga kontrak bisa 

digunakan “(BLU_01). 

Ketersediaan sumber daya 

manusia merupakan faktor utama yang 

sangat menentukan implementasi 

kebijakan. Edward III dalam Widodo 

mengemukakan bahwa faktor  sumber 

daya mempunyai peranan penting dalam 

impelementasi kebijakan. Apabila 

pelaksana kebijakan belum mempunyai 

sumber daya yang efektif dalam 

melaksanakan kebijakan maka konsistensi 

dari ketentuan-ketentuan atau aturan-

aturan tidak akan bisa dijalankan dengan 

efektif. Sumber daya terdiri dari sumber 

daya manusia, sumber daya peralatan  dan 

sumber daya keuangan. Sumber daya 

inilah yang diperlukan dalam 

melaksanakan kebijakan.
10

 

Hal ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan tentang Analisis Kesiapan 

Implementasi Badan Layanan Umum 

Puskesmas di Kota Semarang, bahwa 

kualitas dan kuantitas sumber daya 

manusia yang masih belum baik menjadi 

kendala dan kekurangan puskesmas dalam 

penerapan BLUD 
11

. 

4. KESIMPULAN 

 UPTD Bapelkesmas telah siap 

dalam menghadapi perubahan kebijakan 

BLUD, yang ditunjukkan dengan adanya 

komitmen yang tinggi dan persepsi positif 

dari staf dan pimpinan. Komitmen 

ditunjukkan dengan keterlibatan mereka 

dalam rapat persiapan dan pembuatan 

dokumen administratif. Persepsi positif 

ditunjukkan dengan keyakinan bahwa 

mereka akan mampu melaksanakan 

kebijakan BLUD. Komitmen dan persepsi 

positif diberikan karena adanya 

keuntungan yang akan diperoleh dari 

kebijakan BLUD, yaitu dengan BLUD 

dapat meningkatkan mutu pelayanan 

karena adanya fleksibilitas pengelolaan 

keuangan dan dapat meningkatkan 

kesejahteraan pegawai, namun ada 

beberapa kendala/hambatan yang dihadapi 

dalam menghadapi perubahan kebijakan 

ini, yaitu kualitas dan kuantitas sumber 

daya manusia yang masih kurang dan 

informasi yang diterima berkaitan dengan 

laporan keuangan BLUD belum 

maksimal.  
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